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Abstrak  

Ada dua temuan pelanggaran pemilu tahun 2024 yang terjadi di dua kecamatan pada Kabupaten Kuantan 
Singingi yaitu kecamatan Taluk Kuantan dan kecamatan Benai yang mana permasalahan tersebut sudah di 
tangan oleh panwaslu tingkat kabupaten. Untuk mengetahui Peran dan Untuk mengetahui Kendala dan 
Tantangan Yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengawasi Netralitas Aparatur 
Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan induktif. Penelitian ini 
menggunakan teori Peran (Soekanto, 2002). Peran Normatif Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam 
mengawasi Netralitas ASN sudah dilakukan dengan baik. Peran Faktual Perihal pencegahan Bawaslus sudah 
melakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan pertamanya dilakukan pencegahan dimana 
pencegahan. Peran Ideal Berdasarkan pelaksanaan pemilu tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai 
dengan ketentuan yang ada maka dengan demikian dapat disimpulkan peran Bawaslu sudah dilakukan 
dengan baik. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam 
Menangani Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut: Wilayah kerja yang 
cukup luas serta personil yang terbatas menyebabkan pengawasan bawaslu kurang optimal, Bawaslu tidak 
bisa memberikan sanksi langsung kepada ASN dikarenakan kurang kuatnya ketentuan aturan yang ada, 
Kemudian terkadang ASN juga membutuhkan informasi seputar pemilu sehingga ada beberapa ASN yang 
dijumpai dilokasi kampanye namun tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak cukup bukti sebagai 
pelanggaran. 

 Kata Kunci: Bawaslu, Pelanggaran, Pemilu, Peran 

 
 
 

Abstract 

There were two findings of 2024 election violations that occurred in two sub-districts in Kuantan Singingi 
Regency, namely Taluk Kuantan sub-district and Benai sub-district, where the problem has been handled by the 
district-level Panwaslu. To determine the Role and To find out the Obstacles and Challenges faced by Bawaslu 
Kuantan Singingi Regency in Supervising the Neutrality of State Civil Apparatus in the 2024 General Election 
of Kuantan Singingi Regency. This study uses a qualitative research method using a descriptive and inductive 
approach. This study uses the Role theory (Soekanto, 2002). The Normative Role of Bawaslu Kuantan Singingi 
Regency in supervising the Neutrality of ASN has been carried out well. Factual Role Regarding prevention 
Bawaslu has carried out in accordance with the provisions that have been determined first, prevention is carried 
out where prevention. Ideal Role Based on the implementation of the election has gone well in accordance with 
existing provisions, it can be concluded that the role of Bawaslu has been carried out well. The obstacles 
encountered in implementing the role of the Kuantan Singingi Regency Bawaslu in handling violations of ASN 
neutrality in the 2024 Election are as follows: The fairly large work area and limited personnel cause Bawaslu's 
supervision to be less than optimal, Bawaslu cannot impose direct sanctions on ASN due to the lack of strong 
existing regulations, Then sometimes ASN also needs information about the election so that there are several 
ASN found at the campaign location but cannot be followed up because there is insufficient evidence as a 
violation. 

Keywords: Bawaslu, Violation, Election, Role
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PENDAHULUAN 
Petugas pemilu, khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), juga harus memediasi 

sengketa. Hal ini memastikan bahwa pemenang tidak bersukacita dan yang kalah tidak 
kecewa. Petugas pemilu harus netral. Pemilu melewati beberapa tahapan: pendaftaran, 
pendataan dan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, pelaksanaan kampanye, masa 
tenggang, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan pasangan calon serta 
pemenangnya. Pelanggaran atau sengketa dapat terjadi di setiap tahapan proses 
pemilu. Hal ini terbukti pada Pemilu 2019, di mana pelanggaran dan sengketa terjadi di 
hampir setiap TPS akibat berbagai bentuk kecurangan pemilu. 

Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran ini antara lain kurangnya 
pengawasan oleh petugas pemilu di tingkat provinsi dan desa. Kurangnya pengawasan 
pemilu yang ketat dan rendahnya kesadaran masyarakat mempersulit pemilihan calon 
dan mendorong mobilisasi pemilih untuk mendukung calon tertentu oleh kekuatan eksternal. 
Pelanggaran pemilu 2019 kemungkinan akan terulang pada Pemilu 2024. Pelanggaran 
pemilu dapat diminimalkan jika semua pihak, terutama Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu), mengoptimalkan upayanya. Bawaslu berperan krusial dalam meningkatkan 
dan mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga berperan penting 
dalam memastikan penghormatan terhadap kedaulatan rakyat dan hak pilih, yang 
ditentukan oleh profesionalisme, kapasitas, dan kredibilitas lembaga tersebut. Hal ini 
sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu. 

Banyaknya celah pelanggaran pemilu dan rendahnya kesadaran masyarakat akan 
pelaksanaan hak pilih yang efektif membuka peluang bagi oknum yang tidak 
bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran pemilu. Lebih lanjut, terdapat persepsi 
publik bahwa pemilih dipaksa untuk memilih dengan pemberian dana. Hal ini perlu 
menjadi perhatian penyelenggara pemilu, terutama penyelenggara pemilu, dan 
khususnya Bawaslu. Hal ini dapat berdampak jangka panjang, karena memaksa pemilih 
untuk mengumpulkan dana kampanye yang signifikan. Hal ini meningkatkan risiko calon 
terpilih melakukan korupsi untuk menutupi biaya kampanye mereka. Menanggapi 
berbagai permasalahan yang dihadapi, saya mendesak Badan Pengawas Pemilu, 
khususnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk terus meningkatkan kualitas 
pengawasannya. Badan ini juga harus menjaga profesionalisme dan integritas untuk 
memastikan terselenggaranya manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan 
terintegrasi, serta berbasis teknologi. 

Ada dua temuan pelanggaran pemilu tahun 2024 yang terjadi di dua kecamatan 
pada Kabupaten Kuantan Singingi yaitu kecamatan Taluk Kuantan dan kecamatan Benai 
yang mana permasalahan tersebut sudah di tangan oleh panwaslu tingkat kabupaten. 
Berdasarkan latar belakang di atas penulis menemukan beberapa fenomena 
diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Terindikasi kurangnya pengawasan bawaslu dalam pelaksanaan netralitas ASN 
dalam Pemilu Tahun 2024. 

2. Terinsikasi ditemukannya beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN 
yang menyangkut dengan netralitas ASN dalam Pemilu Tahun 2024. 

3. Terindikasi beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan oleh ASN tidak di tindak 
lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi. 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan 

pendekatan deskriptif dan induktif yang dilakukan pada Bawaslu Kabupaten Kuantan 
Singingi. Menurut Creswell (2009: 25) penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian 
untuk memahami masalah masalah manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran 
menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata kata, melaporkan pandangan 
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terinci yang diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar (setting) 
yang alamiah. Tipe penelitian ini merupakan deskriptif analisis dimana dalam penelitian 
ini penulis akan menjabarkan secara keseluruhan tentang fakta dan fenomena yang 
terjadi dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kuansing pada 
pemilu tahun 2024. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran dalam pengertian hukum juga dijelaskan oleh Soekanto (Soekanto, 2002) 
meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-
tugasnya, sebagai aspek yuridis peran tersebut juga menjelaskan lebih rinci mengenai 
peran dalam hal ini antara lain:   

1. Peran Normatif   
Peran normatif dalam pemikiran Soekanto mengacu pada pola perilaku yang 

diharapkan atau diperintahkan oleh norma-norma sosial dalam masyarakat. Soekanto 
menjelaskan bahwa peran normatif melibatkan kewajiban atau tugas yang harus dipatuhi 
oleh individu atau kelompok berdasarkan norma-norma yang berlaku. Secara khusus, 
menurut Soekanto, peran normatif menuntut individu untuk mematuhi aturan-aturan yang 
telah ditetapkan oleh masyarakat atau sistem hukum sebagai bagian dari tanggung 
jawab mereka dalam berinteraksi sosial.  

Norma-norma ini menentukan standar perilaku yang dianggap sesuai atau tidak 
sesuai dalam konteks sosial tertentu. Dalam konteks hukum, peran normatif mengacu pada 
kewajiban-kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh individu atau kelompok dalam 
memainkan peran mereka dalam masyarakat. Ini mencakup ketaatan terhadap peraturan 
hukum yang berlaku serta pemenuhan harapan-harapan sosial terhadap perilaku mereka. 
Dengan demikian, konsep peran normatif dalam perspektif Soekanto mencerminkan 
bagaimana norma-norma sosial dan hukum mempengaruhi serta mengatur perilaku 
individu dan kelompok dalam masyarakat. Pemahaman ini penting untuk memahami peran 
sistem normatif dalam menjaga keteraturan sosial dan mengatur interaksi antara anggota 
masyarakat.  

Untuk mengetahui bagaimana Peran bawaslu dilihat dari Indikator Peran Normatif 
maka digunakan sub Indikator Peran Bawaslu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 
2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum.  

Selain melaksanakan wawancara penulis juga melakukan observasi dilapangan 
yang mana hasil observasi dari Peran Bawaslu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 
2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum adalah sebagai berikut: 

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi sudah menjelankan tugas berdasarkan 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum untuk pengawasan juga 
sudah dilakukan baik itu pencegahan, pengawasan maupaun Tindakan terhadap 
pelanggaran pemilu. Apalagi dalam hal penanganan Netralitas ASN namun dalam 
prakteknya masih banyak di jumpai pelanggaran-pelanggaran lain yang berlum dapat 
tercegah dan di atasi oleh bawaslu.  

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi maka dibuatlah sebuah Analisa 
mengenai Peran Bawaslu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 
adalah sebagai berikut: melihat Peranan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam 
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mengawasi Netralitas ASN sudah dilakukan dengan baik dimana mereka bergerak dengan 
melakukan pencegahan, pengawasan serta mengambil Tindakan jika terjadi pelanggaran 
dengan demikian berkaitan dengan mengawasi netralitas ASN Bawaslu Kabupaten Kuansing 
sudah menjelankan tugas berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang 
Pemilihan Umum namun dengan demikian pelaksanaan pengawasan ini belum sempurna 
dikarenakan mereka belum dapat mengatasi permasalahan pemilu seperti adanya politik 
uang dan kampanye yang tidak sehat maka dengan demikian peran pengawasan bawaslu 
harus ditingkatkan kesektor pelanggaran lainnya. 

2. Peran Faktual  
Secara lebih spesifik, peran faktual menurut Soekanto mencakup perilaku yang 

dapat diamati dan diukur secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ini berbeda 
dengan peran normatif yang mengacu pada harapan atau tuntutan yang diperintahkan 
oleh norma-norma sosial atau hukum. Dalam konteks sosiologi, peran faktual memberikan 
gambaran tentang bagaimana individu atau kelompok sebenarnya berperilaku dalam 
masyarakat, tanpa mempertimbangkan hanya norma-norma yang diharapkan.  

Peran faktual membantu untuk memahami dinamika interaksi sosial dan dinamika 
kehidupan sosial yang sebenarnya terjadi di dalam masyarakat. Pemahaman tentang 
peran faktual menurut Soekanto membantu untuk menganalisis perilaku sosial secara lebih 
mendalam, dengan fokus pada apa yang terjadi dalam realitas sosial, bukan hanya 
pada apa yang diharapkan oleh normanorma atau aturan hukum. Untuk mengetahui 
bagaimana Peran bawaslu dilihat dari Indikator Peran Faktual maka digunakan sub 
Indikator: 

a. Pelaksanaan Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menangani 
Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 

Selain melaksanakan wawancara penulis juga melakukan observasi dilapangan 
yang mana hasil observasi dari Pelaksanaan Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi 
Dalam Menangani Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 adalah sebagai 
berikut: 

Perihal pencegahan dilakukan hanya melalui deklarasi atau sosialisasi bersama 
ASN dan perangkat daerah hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
sudah di tetapkan didalam deklarasi itu dilakukan penyampaian informasi tentang hal-
hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN yang bertujuan untuk menjaga netralitas ASN 
dalam pelaksanaan pemilu kemudian setelah dilakukan deklarasi maka juga dilakukan 
pengawasan pada saat kampanye yang jika didapati pelanggaran maka pelanggaran 
tersebut akan disampaikan kepada BKD untuk di berikan sanksi. 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi maka dibuatlah sebuah Analisa 
mengenai Pelaksanaan Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menangani 
Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:  

Perihal pencegahan Bawaslus sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang 
sudah di tetapkan pertamanya dilakukan pencegahan dimana pencegahan ini dilakukan 
melalui pelaksanaan deklarasi bersama ASN seluruh kabupaten kuansing dimana 
didalam deklarasi itu dilakukan penyampaian informasi tentang hal-hal yang tidak boleh 
dilakukan oleh ASN yang bertujuan untuk menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan 
pemilu kemudian setelah dilakukan deklarasi maka juga dilakukan pengawasan pada 
saat kampanye yang jika didapati pelanggaran maka pelanggaran tersebut akan 
disampaikan kepada BKD untuk di berikan sanksi. Setelah menyampaikan laporan bawaslu 
tidak memiliki wewenang di BKD dan untuk pemberian sanksi menjadi tugas BKD. 
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b. Upaya penyelesaian Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 yang 
dilakukanoleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi 

Selain melaksanakan wawancara penulis juga melakukan observasi dilapangan 
yang mana hasil observasi dari Upaya penyelesaian Pelanggaran Nertalitas ASN Pada 
Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai 
berikut: Untuk Upaya penyelesaian pelanggaran dilakukan dengan menyampaikan 
laporan kepada BKD dan untuk pemberian sanksi itu merupakan tugas BKD. 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi maka dibuatlah sebuah Analisa 
mengenai Upaya penyelesaian Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 yang 
dilakukanoleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut: Upaya 
penyelesaian pelanggaran Bawaslu menyampaikan laporan beserta bukti kepada BKD 
setelah itu sanksi yang nantinya diberikan kepada ASN merupakan tugas BKD berbeda 
dengn pelanggaran pada pemilu 2019 kami memiliki wewenang untuk menyampaikan 
informasi langsung kepada KSN sehingga pemberian sanksi dapat kami monitoring hingga 
sanksi tersebut diterima oleh ASNyang melakukan pelanggaran itu sendiri. 

3. Peran Ideal  
Peran ideal adalah peran yang terbaik yang harus dilakukan, dalam arti lain 

bahwa masyarakat memiliki harapan-harapan terhadap pemegang peran atau 
kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, serta harapan-harapan yang dimiliki oleh 
pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan 
dengannya dalam menjalankan perannya atau kewajibankewajibannya agar dapat 
terlaksana dengan baik. Para ahli lain juga berpendapat bahwa konsep peran adalah 
suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha 
menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.  

Pelaku yang memiliki peran dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dengan masyarakat (Abdulsyani, 2007). 
Selanjutnya mendefenisikan peran sebagai harapan-harapan yang diberikan pada 
individu yang menempati kedudukan sosial tertentu (Berry, 2003). Untuk mengetahui 
bagaimana Peran bawaslu dilihat dari Indikator Peran Ideal maka digunakan sub 
Indikator: Terlaksananya Pemilu Tahun 2024 dengan aman dan terkendali. 

Selain melaksanakan wawancara penulis juga melakukan observasi dilapangan 
yang mana hasil observasi dari Terlaksananya Pemilu Tahun 2024 dengan aman dan 
terkendali.adalah sebagai berikut: Selama pelaksanaan pemilu  berjalan dengan baik 
namun ada beberapa ASN yang dijumpai dalam pelaksanaan Kampanye namun tidak 
menggunakan atribut kampanye atau baju dinasnya. 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi maka dibuatlah sebuah Analisa 
mengenai Terlaksananya Pemilu Tahun 2024 dengan aman dan terkendali. adalah 
sebagai berikut: Berdasarkan pelaksanaan pemilu tersebut sudah berjalan dengan baik 
sesuai dengan ketentuan yang ada maka dengan demikian dapat disimpulkan peran 
Bawaslu sudah dilakukan dengan baik. 

Kendala dan Tantangan Yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Dalam 
Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di 
Kabupaten Kuantan Singingi. 

Selain melaksanakan wawancara penulis juga melakukan observasi dilapangan 
yang mana hasil observasi dari kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Peran Bawaslu 
Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Menangani Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 
2024 adalah sebagai berikut: kendala dalam pelaksanaan tugas Bawaslu tiak bisa 
memberikan sanksi langsung kepada ASN dikarenakan kurang kuatnya ketentuan aturan 
yang ada kemudian terkadang ASN juga membutuhkan informasi seputar pemilu 
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sehingga ada beberapa ASN yang dijumpai dilokasi kampanye namun tidak dapat di 
tindak lanjuti karena tidak cukup bukti sebagai pelanggaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi maka dibuatlah sebuah Analisa 

mengenai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan 

Singingi Dalam Menangani Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 adalah 

sebagai berikut: wilayah kerja yang cukup luas serta personil yang terbatas menyebabkan 

pengawasan bawaslu kurang optimal, bawaslu tidak bisa memberikan sanksi langsung 

kepada ASN dikarenakan kurang kuatnya ketentuan aturan yang ada kemudian 

terkadang ASN juga membutuhkan informasi seputar pemilu sehingga ada beberapa 

ASN yang dijumpai dilokasi kampanye namun tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak 

cukup bukti sebagai pelanggaran. 

SIMPULAN 
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peran Normatif Bawaslu dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 
Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan 
Umum adalah sebagai berikut: melihat Peranan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi 
dalam mengawasi Netralitas ASN sudah dilakukan dengan baik dimana mereka 
bergerak dengan melakukan pencegahan, pengawasan serta mengambil Tindakan jika 
terjadi pelanggaran dengan demikian berkaitan dengan mengawasi netralitas ASN 
Bawaslu Kabupaten Kuansing sudah menjelankan tugas berdasarkan Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum namun dengan demikian pelaksanaan 
pengawasan ini belum sempurna dikarenakan mereka belum dapat mengatasi 
permasalahan pemilu seperti adanya politik uang dan kampanye yang tidak sehat 
maka dengan demikian peran pengawasan bawaslu harus ditingkatkan kesektor 
pelanggaran lainnya. 

2. Peran Faktual Perihal pencegahan Bawaslus sudah melakukan sesuai dengan 
ketentuan yang sudah di tetapkan pertamanya dilakukan pencegahan dimana 
pencegahan ini dilakukan melalui pelaksanaan deklarasi bersama ASN seluruh 
kabupaten kuansing dimana didalam deklarasi itu dilakukan penyampaian informasi 
tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh ASN yang bertujuan untuk menjaga 
netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu kemudian setelah dilakukan deklarasi 
maka juga dilakukan pengawasan pada saat kampanye yang jika didapati 
pelanggaran maka pelanggaran tersebut akan disampaikan kepada BKD untuk di 
berikan sanksi. Setelah menyampaikan laporan bawaslu tidak memiliki wewenang di 
BKD dan untuk pemberian sanksi menjadi tugas BKD berbeda dengn pelanggaran pada 
pemilu 2019 kami memiliki wewenang untuk menyampaikan informasi langsung kepada 
KSN sehingga pemberian sanksi dapat kami monitoring hingga sanksi tersebut diterima 
oleh ASNyang melakukan pelanggaran itu sendiri. 

3. Peran Ideal Berdasarkan pelaksanaan pemilu tersebut sudah berjalan dengan baik 
sesuai dengan ketentuan yang ada maka dengan demikian dapat disimpulkan peran 
Bawaslu sudah dilakukan dengan baik. 

4. Kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Peran Bawaslu Kabupaten Kuantan 
Singingi Dalam Menangani Pelanggaran Nertalitas ASN Pada Pemilu 2024 adalah 
sebagai berikut:  
a) Wilayah kerja yang cukup luas serta personil yang terbatas menyebabkan 

pengawasan bawaslu kurang optimal 
b) Bawaslu tidak bisa memberikan sanksi langsung kepada ASN dikarenakan kurang 

kuatnya ketentuan aturan yang ada  
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c) Kemudian terkadang ASN juga membutuhkan informasi seputar pemilu sehingga 
ada beberapa ASN yang dijumpai dilokasi kampanye namun tidak dapat di 
tindak lanjuti karena tidak cukup bukti sebagai pelanggaran. 
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